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Abstrak 
 
Endanina Ginting. (8105151314). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) JAKARTA 
II di bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA), Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi , Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 2017. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama 1 (satu) bulan PKL dengan tujuan memenuhi salah 
satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II beralamat 
di Jl. Dr. Wahidin 2 Nomor 3, Jakarta Pusat. Kantor Pelayanan Perbendaharan 
Negara (KPPN) Jakarta II merupakan instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta yang  mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, 
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta ujung tombak dalam proses 
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas 
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 1 s.d 31 Agustus 
2017 dengan 5 hari kerja, Senin-Jumat pada pukul 07.30 s.d 17.00.  
Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 
pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Selama 
melaksanakan PKL, praktikan mengalami kendala pada saat awal memulai PKL, 
namun kendala tersebut dapat diatasi dengan mengamati cara kerja karyawan lain 
dan bertanya kepada mereka.  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang secara umum disingkat 
KPPN merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 
merupakan unit terdepan atau ujung tombak dari Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan publik. KPPN mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran 
pembayaran atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan 
pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Terbentuknya KPPN seiring dengan adanya 
reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari 
implementasi reformasi birokrasi dan reformasi dibidang keuangan negara, yaitu 
dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2004 yang 
disemangati untuk mewujudkan good governance (tata kelola kepemerintahan 
yang baik). 
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.303/KMK01/2004 
tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara (KPKN) menajadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN),perubahan KPKN menjadi KPPN diharapkan KPPN dapat 
melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara (Comtabel) dan dapat 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat 
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dan sistematis. KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban 
anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui 
dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau secara singkatnya KPPN bertugas untuk melaksanakan kewenangan dalam 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Permasalahan APBN setiap tahunnya selalu sama, yaitu pengeluaran 
belanja lebih besar daripada pendapatan Negara yang di dapatkan pada tahun 
bersangkutan. Lebih parahnya ketika ada perubahan APBN atau biasa disebut 
dengan APBN-P pengeluaran belanja dinaikan dan pendapatan Negara 
diturunkan yang akhirnya dapat menyebabkan defisit anggaran semakin besar. 
Pemerintah melakukan spending review atau kajian belanja dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2016 dan 2017. 
Hasilnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 
menemukan adanya celah fiskal atau potensi pemborosan negara sebesar Rp 8,7 
triliun untuk APBN 2017. Sementara tahun lalu, disebut adanya celah fiskal
v 
hingga Rp 9,6 triliun. Potensi pemborosan didominasi oleh belanja perjalanan 
dinas, khususnya paket meeting dan honorarium. 1 
Untuk mengatasi hal ini sebenarnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Negara Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) mampu mencegah dan mengontrol adanya pemborosan yang 
dilakukan. oleh pihak pihak terkait yang menerima dana APBN. Adapun fungsi 
KPPN diantaranya: 
1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama 
Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara). 
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN. 
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan 
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas 
Negara. 
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang. 
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan 
hibah luar negeri. 
9. Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi 
                                                             
1 Sapto Andika Candra, Potensi Pemborosan Anggaran 2017 capai Rp 87 Triliun, republika.co.id diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/02/28/om2yzl383-potensi-pemborosan-anggaran-
2017-capai-rp-87-triliun 
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11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. 
12. Pelaksanaan kehumasan. 
13. Pelaksanaan administrasi KPPN. 
Dengan adanya fungsi dari KPPN yang telah disebutkan diatas maka 
seharusnya pemborosan APBN tidak terjadi lagi, karena sudah dikontrol melalui 
prosedur prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan. 
Penyelenggaraan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yaitu KPPN, 
hasilnya akan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen 
Perbendaharaan Keuangan dan Kas Negara. 
Dari penjelasan di atas, permasalahan pemborosan dan pengontrolannya 
membuat praktikan tertarik untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan disalah 
satu KPPN yang berada di Jakarta, yaitu KPPN Jakarta 2. KPPN di Jakarta 
berjumlah 7 kantor yang tersebar merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Karena 
keingintahuan praktikan bagaimana dana APBN itu tersalurkan kepada Satuan 
Kerja yang selanjutnya disebut Satker.  
Selain itu, sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program PKL ini dapat menjadi pembelajaran melalui 
pengalaman yang didapatkan dari dunia kerja salah satunya sebagai staff 
keuangan di perusahaan. Selain itu, PKL ini juga diharapkan agar dapat 
menghasilkan kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan instasi 
swasta maupun pemerintahan yang ada sehingga ketika etos kerja dari praktikan 
baik, maka akan menimbulkan citra positif terhadap UNJ. Diharapkan pula 
v 
dengan melakukan praktik, para lulusan UNJ nantinya dapat dipekerjakan di 
instasi tersebut. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  diatas, 
adapun maksud dilaksankannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
adalah sebagai berikut : 
1. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi 
mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi. 
2. Mempelajari dan memahami penyaluran dana APBN secara langsung. 
Dalam hal ini, KPPN ialah unit instansi dibawah Direktorat Jenderal 
Perbendaharan Negara yang mengontrol penyaluran dana APBN. 
3. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), yakni pada Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi 
(VERA) KPPN Jakarta 2 yang khususnya memiliki tugas utama untuk 
merekonsiliasi Laporan akuntansi dan memverifikasi Laporan 
Pertanggungjawaban Satuan Kerja (Satker) 
4. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku 
perkuliahan pada dunia kerja nyata.  
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah:  
1. Memperoleh wawasan mengenai bidang pekerjaan di dunia kerja 
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2. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang telah 
didapatkan, dengan memberikan kontribusi pengetahuan kepada instansi 
sesuai dengan Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi 
3. Menambah pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja 
4. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan mahasiswa sesuai dengan latar belakang studi 
5. Menjadi sarana pembelajaran aplikatif mahasiswa dalam 
mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah 
6. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 
sikap disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif 
yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan 
7. Menjalin kerja sama antara pihak Universitas dengan instansi terkait tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
Ada beberapa kegunaan baik bagi mahasiswa, Universitas Negeri Jakarta 
maupun bagi Instansi, yaitu : 
1) Bagi Mahasiswa 
a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di bangku 
kuliah melalui kenyataan di lapangan. 
b. Mahasiswa mampu memadukan dan menerapkan antara pendidikan di 
bangku kuliah dengan kenyataan kerja yang nyata. 
v 
c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas 
mahasiswa. 
d. Menguji kemampuan mahasiswa dalam berkreasi sesuai dengan bidang 
ilmu yang ditekuni. 
e. Menyiapkan diri agar dapat menyesuaikan perkembangan yang terjadi 
dalam era globalisasi pada masa yang akan datang. 
f. Menambah wawasan pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi yang 
terdidik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan 
kerja. 
 
2) Bagi Universitas 
a. Sebagai sarana pengenalan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan khususnya jurusan Ekonomi Administrasi konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi dan sebagai pertimbangan dalam menyusun 
program pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 
b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 
Negeri Jakarta untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai dengan 
kebutuhan 
c. Untuk mengetahui kemampuan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang 
telah didapatkan mahasiswa. 
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3. Bagi Tempat Praktik/Instansi 
a. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Universitas 
khususnya Universitas Negeri Jakarta.  
b. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang 
 dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.  
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. 
 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta 2 (Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan ditempatkan pada bagian seksi 
Verifikasi dan Akuntansi (VERA) . Berikut adalah data lembaga tempat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan :  
Nama perusahaan  : KPPN Jakarta 2 (Kantor Pelayanan Perbendaharaan   
  Negara) 
Alamat    : Jl. Dr. Wahidin II No.3 Pasar Baru, Jakarta Pusat 
Telepon/Fax   : (021) 3845206, 345089  
Website    : www.kppnjakarta2.web.id 
Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Jakarta 2. KPPN adalah singkatan dari Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara, sebuah instansi vertical Pemerintah Pusat yang berada 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan. 
Praktikan melakukan beberapa pekerjaan, seperti membuat pamflet dan 
v 
Powerpoint untuk sosialisasi PMK terbaru untuk satker, merekonsiliasi 
tranksaksi keuangan antara SiAP dan SAI melalui website e-rekon, Mengeprint 
LPJ setiap satker, Memverifikasi LPJ satker, dan mengarsipkan LPJ yang telah 
diterima.  
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, 
dimulai dari tanggal 1 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2017. Dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan waktu kerja yang ditentukan oleh KPPN 
Jakarta 2 yaitu dari hari Senin s.d Jumat pukul 07.30 s.d  17.00 WIB. Adapun 
perincian tahapan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :  
1) Tahap Persiapan  
Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima PKL selama bulan 
Agustus. Setelah menemukan perusahaan yang sesuai praktikan meminta 
surat pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan 
pada pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian 
akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan 
surat pengantar Paktik Kerja Lapangan (PKL). Pengajuan tersebut 
dilakukan pada bulan Juli 2017, surat pengantar tersebut diberikan pada 
Kasubag Umum KPPN Jakarta 2 dan langsung mendapatkan persetujuan. 
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2) Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 
(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus.d 31 Agustus 2017, dengan 
ketentuan jam operasional:  
Hari masuk  : Senin – Jumat  
Jam kerja  : 07.30 – 17.00 WIB  
Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB  
Pada tanggal  31 Juli 2017, praktikan dihubungi untuk datang pukul 
09.00 untuk melakukan tahap pembekalan sebelum kegiatan PKL 
berlangsung dan mendapatkan surat balasan terkait pengajuan PKL di 
KPPN Jakarta 2 oleh Bapak Lili Sudarsono selaku KaSubag Umum KPPN 
Jakarta 2. 
Pada tanggal 1 Agustus 2017, praktikan datang untuk hari pertama 
efektif melakukan kegiatan PKL di bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, praktikan melakukan tahap 
pengenalan terhadap Lingkungan Kerja dan karayawan/i. Program 
tersebut dilaksanakan pada saat briefing rutin setiap hari Selasa dan Kamis 
yang dipimpin oleh Bapak Lili Sudarsono selaku Kepala Sub Bagian 
Umum.  
3) Tahap Pelaporan 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 
Oktober 2017. Penulisan dimulai dengan mencari data – data yang 
v 
dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data – data tersebut diolah 
dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan.
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BAB  II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Umum Instansi  
 Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Jakarta II (KPPN Jakarta II) 
merupakan salah satu unit vertikal dan ujung tombak Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam proses 
penatausahaan APBN. KPPN Jakarta II berdiri sejak tahun 1971 dan telah berganti 
beberapa nama mengikuti dinamika organisasi. Perubahan nomenklatur menjadi 
nama yang sekarang ini seiring dengan terjadinya reorganisasi di tubuh 
Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari implementasi reformasi manajemen 
keuangan untuk mendukung program besar pemerintah dalam penerapan tata kelola 
pemerintah yang baik( good and clean governance), yang juga sejalan dengan 
amanat  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004. 
Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik  (good 
governance), pimpinan Kementerian Keuangan bertekad untuk membentuk suatu 
kantor pelayanan dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dapat 
memberikan peningkatan layanan yang lebih cepat, akurat, tanpa biaya serta 
penyelesaiannya dilakukan secara transparan (zero defect).  Pembentukan kantor 
pelayanan percontohan  telah direalisasikan disetiap wilayah propinsi di Indonesia 
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu dengan mengubah setiap Kantor 
Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berkedudukan di propinsi menjadi KPPN 
v 
Percontohan.  Perubahan tersebut diharapkan dapat memberi contoh kepada 
KPPN-KPPN lain untuk dapat mengikuti Standard Operating Prosedures KPPN 
Percontohan. 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No KEP-
172/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 KPPN Jakarta II merupakan KPPN Percontohan 
yang telah   dimulai operasionalisasi pada tanggal 30 Juli 2007 bersama-sama 
dengan 18 (delapan belas) KPPN Percontohan lainnya, yaitu KPPN Medan II, 
Palembang, Jakarta.I, Bandung II, Semarang.II, Yogyakarta., Surabaya II, 
Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Kupang, Makasar II, Gorontalo, 
Manado, Ambon, dan Jayapura. 
Dengan diresmikannya KPPN Jakarta II menjadi KPPN Percontohan 
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap proses pencairan dana APBN, 
menjadi lebih cepat, tepat, akurat, dantransparan serta tanpa adanya pungutan biaya. 
Dengan demikian opini publik yang selama ini masih melekat yaitu berbelit-
belitnya proses pencairan dana melalui KPPN, tidak transparan, tidak konsisten 
bahkan adanya pungutan tidak resmi dapat dihilangkan dan berubah menjadi KPPN 
yang selalu melayani publik dengan baik bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. 
Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, serta penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja 
Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2008 Kantor Pelayanan 
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Perbendaharaan Negara Tipa A mengalami perubahan tipe termasuk KPPN Jakarta 
II yang menjadi Tipe A1. 
Visi Misi Instansi 
Visi  
 Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di daerah yang 
professional, modern,transparan, dan akuntabel yang unggul di 
tingkat dunia 
Misi 
 Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, 
tepat waktu, dan tepat jumlah 
 Mengelola penerimaan Negara secara professional dan akuntabel 
 Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat 
dan tepat waktu 
 Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang 
akuntabel, transparan, dan tepat waktu 
v 
 
Gambar II.1 Penjelasan Visi  
Sumber: http://www.djpbn.kemenkeu.go.id 
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B. Struktur Organisasi 
  Dalam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 2 
memiliki struktur organisasi yang tidak berbeda dengan kantor KPPN tingkat 
type A1 lainnya yang dimana Kepala Kantor yang dibantu oleh Sub Bagian 
Umum membawahi 4 Seksi yaitu : 
a. Seksi Pencairan Dana 
b. Seksi Bank 
c. Seksi Verifikasi & Akuntansi 
d. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) 
 
Tugas dan Uraian Pekerjaan 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 2 dipimpin  oleh 
seorang kepala kantor dengan membawahi 5 seksi bagian yang membantu  dalam 
pelaksanaan tugas di KPPN Jakarta. Lima seksi bagian tersebut memiliki  tugas 
berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Tugas dari masing-masing  seksi 
tersebut antara lain : 
1. Sub- Bagian Umum 
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga serta 
penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. Dalam melaksanakan 
tugas pokok Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Melaksanakan urusan kepegawaian 
v 
b. Melaksanakan urusan keuangan 
c. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga 
d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan 
e. Melaksanakan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan 
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sub Bagian Umum terdiri 
dari: 
a. Sub Bagian Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 
 
2. Seksi Pencairan Dana 
Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan 
pengelolaan basis data  Pelaksanaan Anggaran, Pengujian Terhadap 
dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana  (SP2D) atas nama Menteri Keuangan 
(Bendahara Umum Negara). Pengelolaan basis data pembayaran 
gaji, Pengesahan Surat Pengesahan Penghentian Pembayaran 
(SKPP) dan Penyusunan laporan realisasi pencairan anggaran. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas: 
a. Melakukan pengujian resume tagihan dan SPM 
b. Penerbitan SP2D 
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c. Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan (SPP) dan belanja 
Badan Layanan Umum (BLU) 
d. Penerbitan surat pengesahan atas ralat SPM dari satuan kerja 
dan nota dinas. 
 
3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) 
Pegawai Seksi Verifikasi Akuntansi bertugas untuk membuat 
jenis laporan berikut: 
a. LKPP (periode bulanan) 
b. BAR Rekonsiliasi (periode bulanan) 
c. SKTB (periode bulanan) 
d. SKP4 (periode bulanan) 
e. Laporan Rekapitulasi LPJ Bendahara (periode bulanan) 
f. Laporan Analisa saldo BLU 
Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas: 
a. Melakukan verifikasi pembayaran 
b. Rekonsiliasi laporan akuntansi 
c. Penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN 
d. Pelaporan dan analisis kinerja  anggaran serta analisis data 
statistik laporan keuangan 
 
4. Seksi Bank 
Seksi Bank Mempunyai Tugas: 
v 
a. Melakukan pencairan dana dan penatausahaannya 
b. Penelitian dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
anggaran melalui dan dari kas Negara 
c. Pengeriman dan penerimaan kiriman uang 
d. Pembukaan bendahara umum dan penyusunan Laporan Kas 
Posisi (LKP) 
 
5. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) 
Mempunyai tugas sebagai berikut: 
1. Tugas di bidang manajemen satker 
a. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis 
pengelolaan perbendaharaan 
b. Supervise teknis SPAN 
c. Pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan 
penyediaan layanan perbendaharaan 
2. Tugas di bidang kepatuhan Internal 
a. Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak 
lanjut hasil pengawasan 
b. Perumusan rekomendasi perbaikan perbaikan proses 
bisnis. 
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C. Kegiatan Umum Instansi 
 KPPN Jakarta II adalah KPPN Tipe A1 yang merupakan instansi 
vertikal dibawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI 
Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, 
KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas 
beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran 
melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.   
Perkembangan yang terjadi pada Kementerian Keuangan khususnya 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) bukan hanya pada 
penyempurnaan organisasi saja melainkan juga proses bisnis, serta 
optimalisasi IT dan pengelolaan SDM diarahkan ke tingkat global untuk dapat 
bersaing dengan lembaga pemerintah lainnya. Dan saat ini KPPN Jakarta 
II  menjadi salah satu KPPN yang menjalankan Roll Out SPAN (Sistem 
Perbendaharaan Anggaran Negara) berdasarkan Surat Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor S-9028/PB/2014 tanggal 24 Desember 2014, suatu 
sistem pelaksanaan perbendaharaan dan penganggaran yang terintegrasi 
dalam single database yang terpusat di Jakarta dengan pengaplikasian proses 
bisnisnya berbasis IT. 
v 
 
Gambar II.2 Indikator Kinerja Utama 
Sumber:http://www.djpbn.kemenkeu.go.id
 21 
 
BAB  III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Jakarta 2, Jl. Dr. Wahidin II No.3 Pasar Baru, Jakarta 
Pusat. Praktikan ditempatkan di Seksi bagian Verifikasi dan Akuntansi. 
Adapun bidang kerja dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi yaitu Melakukan 
verifikasi pembayaran,Rekonsiliasi laporan akuntansi,Penyusunan laporan 
keuangan tingkat kuasa BUN dan Pelaporan dan analisis kinerja  anggaran serta 
analisis data statistik laporan keuangan. Namun pada Praktik Kerja Lapangan 
selama satu bulan, Praktikan hanya berfokus bidang kerja yang mencakup: 
1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker 
2. Mencetak Laporan Pertanggung Jawaban Satker 
 
B. Pelaksanaan Kerja  
1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker 
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 
diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan 
dokumen sumber yang sama 
Dasar Hukum: 
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
v 
2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawal Keuangan Negara 
3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
4. PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 
5. PMK-210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka 
Penyusunan Laporan Keuangan  
6. lingkup  Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga 
 
Aplikasi Rekonsiliasi (E-Rekon-LK) 
Adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses 
rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga tahun 2016. Dengan e-Rekon, diharapkan:  
1. Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah (dapat dilakukan oleh satker 
secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke KPPN). 
2. Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh 
K/L, sebagai bahan penyusunan laporan keuangan 
3. Data yang dikirim oleh satker/UAKPA ke KPPN (dalam rangka 
rekonsiliasi) sama dengan data yang dikonsolidasi oleh UAPPA-W, 
UAPPA-E1, dan UAPA untuk menyusun laporan keuangan. 
yang telah di upload Satker melalui laman http://e-rekon-
lk.djpbn.kemenkeu.go.id. 
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Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Buka Laman http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id. 
2. Log in dengan cara memasukan username dan password yang telah 
tersedia untuk operator KPPN 
3. Pilih menu beranda 
4. Klik pada status 
5. Pilih Satker yang memiliki status “analisis data rekon” 
6. Download data dengan klik menu yang tersedia 
 
Akan ada beberapa Kemungkinan yang terjadi pada saat 
merekonsiliasi Laporan Satker, yaitu: 
a. Data SAI dan SPAN sama 
b. Data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan 
pada SPAN 
c. Data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data pada SAI 
d. Data SAI dan SPAN berbeda karena kesalahan data dan/atau permasalahan 
pada Aplikasi E-Rekon-LK 
 
2. Praktikan merekonsiliasi data Laporan Keuangan (data sama) 
Data yang telah di download pada laman e-rekon akan berformat file 
excel yang selanjutnya praktikan mulai merekonsiliasi Laporan Keuangan 
tersebut Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Buka data Laporan Keuangan Satker 
v 
2. Klik pada sheet Rekap Semua  
3. Cek kolom selisih (harus menunjukkan angka 0) 
4. Pindah sheet ke Pagu Belanja BEDA 
5. Klik menu insert lalu klik Pivot Table 
6. Klik KDSDCP, KDPROGRAM, KDGIAT, KDOUTPUT, 
KDPERK,SIAP, SAI, SELISIH. 
7. Lihat kolom Sum of SELISIH (harus menunjukan angka 0 yang artinya 
data SAI dan SPAN sama) 
8. Ulangi langkah nomor empat sampai 7 pada setiap sheet yang tersedia. 
9. Kembali pada laman e-rekon lalu approve atau klik menu “ceklis” pada 
laporan yang datanya telah sama 
10. Status akan berubah menjadi “BAR Siap Download”
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Gambar III.1 : Tampilan data Laporan Keuangan 
Satker BAPENAS (Sheet Rekap Semua) 
Data diolah oleh penulis 
 
Gambar III.2 : Tampilan data Laporan Keuangan pada 
sheet belanja 
Data diolah oleh penulis 
v 
 
Gambar III.3 : Tampilan data Laporan Keuangan pada 
sheet belanja yang telah di rekap dengan Pivot Tabel 
Data diolah oleh penulis 
 
3. Praktikan merekonsiliasi data Laporan Keuangan (data tidak sama) 
Data yang telah di download pada laman e-rekon akan berformat file 
excel yang selanjutnya praktikan mulai merekonsiliasi Laporan Keuangan 
tersebut Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Buka data Laporan Keuangan Satker 
2. Klik pada sheet Rekap Semua  
3. Cek kolom selisih 
4. Apabila terjadi perbedaan pada kolom selisih maka di cek sheet yang 
tersedia 
5. Pindah sheet ke estimasi PNPB BEDA 
6. Klik menu insert lalu klik Pivot Table 
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7. Klik KDSDCP, KDPROGRAM, KDGIAT, KDOUTPUT, 
KDPERK,SIAP, SAI, SELISIH. 
8. Lihat kolom Sum of SELISIH apabila tidak menunjukkan angka 0 
maka perlu dianalisis apa yang menyebabkan perbedaan data pada 
SAI dan SIAP 
9. Kembali lagi ke laman e-rekon klik tanda silang yang berarti 
menolak laporan tersebut 
10. Memberitahukan Satker apa yang menjadi penyebab perbedaan data 
pada menu yang tersedia di laman 
11. Menunggu Satker untuk upload ulang lalu di rekonsiliasi kembali.  
12. Status Berubah menjadi “Menunggu Upload Ulang” 
 
 
 
Gambar III.4 : Tampilan data Laporan Keuangan (Rekapan) 
Data diolah oleh penulis 
v 
 
Gambar III.5 : Tampilan data Laporan Keuangan pada 
sheet PNPB 
Data diolah oleh penulis 
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Gambar III.6 : Tampilan data Laporan Keuangan pada 
sheet PNPB yang telah di rekap dengan Pivot Tabel 
Data diolah oleh penulis 
 
2. Mencetak Laporan Pertanggung Jawaban Satker 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat 
sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang 
dikelolanya. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan 
disampaikan paling lambat tanggal  10 bulan berikutnya atau hari 
kerja berikutnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN. 
v 
Proses Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 
1. Proses Rekonsiliasi Data LPJ dilaksanakan di Seksi 
Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera), 
2. Proses ini dilakukan setiap awal bulan antara Satker dengan 
KPPN, dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
bulan bersangkutan berakhir, 
3. Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan maka 
akan dikenakan peringatan dengan batas waktu 5 (lima) hari 
sejak dikeluarkan Surat Teguran Penyampaian LPJ 
 
Dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ 
yaitu:  
a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. LPJ 
Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 
sesuai format PER-47/PB/2009 lampiran 5-6. LPJ 
Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN. 
Pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan 
Realisasi Belanja atas beban APBN 
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c. Rekening Koran/Daftar Rekening Bendahara 
Pengeluaran/Penerimaan/ Lainnya Satuan Kerja untuk setiap 
akhir semester. 
Dalam hal penyampaian LPJ Bendahara, ada 2 cara : 
1. Datang langsung ke KPPN dan menyerahkannya kepada petugas 
Front Office Seksi Verifikasi dan Akuntansi 
2. Mengirimkan LPJ Bendahara ke email KPPN Jakarta 2 dengan 
dimonitoring melalui website SAS 
C. Kendala yang Dihadapi  
Setiap sesuatu yang kita kerjakan pastilah kita menemukan kendala 
dalam proses pengerjaanya. Begitupun dengan yang dihadapi praktikan 
di KPPN Jakarta 2. Kendala yang dihadapi praktikan dalam 
melaksanakan praktik kerja lapangan sebagi berikut: 
1. Beban kerja yang ringan dan praktis menyebabkan semangat 
dan produktivitas kerja menurun 
Dalam menjalani Praktek Kerja Lapangan, Praktikan hanya 
mendapatkan pekerjaan yang itu-itu saja. Selain itu, pekerjaan yang 
didapatkan adalah pekerjaan yang sifatnya dibatasi oleh suatu 
periode (tanggal). Hal ini menyebabkan praktikan mempunyai 
waktu luang banyak yang hanya diisi dengan hal-hal yang tidak 
terlalu penting yang mengakibatkan semangat kerja dan 
produktivitas menurun. Dan menurut pengamatan praktikan, hal ini 
v 
sama dilakukan oleh pegawai tetap dan juga pegawai on the job 
training.  
 
2. Sistem SPAN pusat yang terkadang lambat dalam meng-update 
dan tidak adanya izin akses masuk web SPAN 
  Praktikan dalam menjalani praktik kerja lapangan di KPPN 
Jakarta 2 khususnya dalam menjalankan tugas rutin rekonsiliasi 
terkadang sulit dalam mengambil tindakan dalam meng-aprove 
atau menolak laporan rekonsiliasi yang telah dikirim oleh satker. 
Hal ini dikarenakan terkadang system pusat dari SPAN terkadang 
lambat dalam meng-update data yang dibuat oleh sistem sehingga 
dalam pengambilan keputusan diterima atau tidak laporan 
rekonsiliasi yang dibuat oleh satker mengalami hambatan apabila 
terjadi perbedaan data dari SPAN dan SAI khususnya belum 
diperbaharuinya data di system SPAN. Praktikan hanya cukup 
mengaprove apabila laporan tersebut sudah benar dan memang 
tidak ada perbedaan. 
 
3. Tidak jelasnya pembagian kerja (Job Description) 
Kendala yang dihadapi praktikan saat menyelesaikan tugas 
adalah masalah pembagian kerja yang tidak jelas. Hal ini dapat 
menyebabkan miskomunikasi antara praktikan dengan pegawai 
dalam menyelesaikan tugasnya. Maksud dari pembagian kerja yang 
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tidak jelas disini adalah ketika praktikan ingin mengerjakan 
rekonsiliasi, dari daftar Satker yang ada praktikan tidak tahu harus 
merekonsiliasi satker mana terlebih dahulu. Selain itu ketika 
praktikan sudah melakukan rekonsiliasi data antara SAI dan SPAN, 
ketika ingin mengambil keputusan apakah laporan keuangan itu 
diapprove atau ditolak daftar satker yang telah diperiksa sudah 
hilang dari daftar yang artinya adalah telah di tangani oleh pegawai 
lain  
 
D. Cara Mengatasi Masalah 
1. Beban kerja yang ringan dan praktis menyebabkan 
semangat kerja menurun 
Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan 
menurut Zainun (I 986) adalah:  
a) Hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, 
terutama pimpinan yang sehari-hari langsung berhubungan 
dan berhadapan dengan karyawan bawahannya.  
b) Kepuasan kerja terhadap tugas yang diembannya.  
c) Adanya suasana atau iklim kerja yang bersahabat dengan 
anggota-anggota lainnya.  
d) Mempunyai perasaan bermanfaat bagi tercapainya tujuan 
organisasi perusahaan.  
v 
e) Adanya tingkat kepuasan ekonomi dan kepuasan material 
yang memadai sebagai imbalan yang dirasakan adil 
terhadap jerih payah yang diberikan kepada organisasi.  
f) Adanya ketenangan jiwa, jaminan kepastian, serta 
perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat 
membahayakan dirinya dan karir dalam pekerjaannya 
Untuk mengatasi masalah ini, praktikan mencoba melakukan 
hal-hal yang berguna meskipun bukan melakukan pekerjaan 
yang telah diberikan sejak awal.  
 
2. Sistem SPAN pusat yang terkadang lambat dalam meng-
update dan tidak adanya izin akses masuk web SPAN 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Reublik Indonesia 
Nomor 223/PMK.05/15 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem 
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pasal 114 ayat (1) 
menyatakan “Pengguna Portal bertanggung jawab dalam 
menjaga kerahasiaan Kode Akses sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 112.” 
 Berdasarkan pemaparan diatas, Sistem pusat atau SPAN 
hanya dapat diakses oleh user yang memiliki kewajiban dalam 
mempertanggungjawabkan kerahasiaan kode akses. Dalam 
pelaksanaannya, praktikan hanya diizinkan dalam mengakses 
web e-rekon tidak sampai pada system pusatnya. Sehingga 
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praktikan tidak dapat mengecek dan melihat langsung apabila 
data rekonsiliasi berbeda apakah kesalahan bersumber dari 
belum diupdatenya data di SPAN atau tidak. 
 Maka untuk mengatasi masalah tersebut, praktikan dibantu 
oleh mahasiswa On the Job Training (OJT) dari Politeknik 
Keuangan Negara STAN yang juga sedang menjalankan 
magang di tempat praktikan bekerja. Mahasiswa OJT dari STAN 
diberikan akses yang lebih sehingga apabila memang terjadi 
perbedaan data dalam rekonsiliasi akan dialihkan kepada 
mahasiswa OJT. 
 
3. Tidak jelasnya pembagian kerja (Job Description) 
“Pembagian kerja adalah rekaman tertulis mengenai 
tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini 
menunjukkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut 
dan menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan 
dengan bagian lain dalam perusahaan” Menurut Pophal 
(2008:8). Dengan adanya Job Description dapat diperoleh 
beberapa manfaat diantaranya: 
a. Membantu menghindari ketidakpastian dan memberikan 
pemahaman atau penjelasan tentang apa yang harus 
dikerjakan. 
v 
b. Memudahkan prosedur rekrutmen, pelatihan, dan berbagai 
aktifitas sumber daya manusia lainnya. 
c. Membantu karyawan dalam merencanakan karir mereka. 
d. Bermanfaat untuk menentukan besarnya imbalan yang akan 
diberikan kepada SDM yang bersangkutan.2 
Menurut pemaparan diatas, maka praktikan mencoba untuk 
mengusulkan kepada kepala Seksi Vera dan juga pembibing 
PKL untuk menerapkan pembagian kerja untuk meminimalisir 
miskomunikasi, menghindari ketidakpastian dan memberikan 
pemahaman apa yang harus dikerjakan dalam melakukan 
pekerjaan
                                                             
2 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Bumi Aksara, 2011). hlm. 69 
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BAB  IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan yang 
ditujukan untuk mengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama 
perkuliahan. Adanya kegiatan ini diharapkan mampu membuat Mahasiswa 
lebih mengenal kondisi serta situasi dalam dunia kerja dan mampu 
mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya 
setelah lulus nanti. 
Tempat praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
adalah KPPN Jakarta 2 (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dimana 
praktikan ditempatkan pada bagian Verifikasi dan Akuntansi. Berdasarkan 
pengalaman yang diperoleh praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Ada banyak ilmu serta pengetahuan baru yang diperoleh praktikan 
selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan tersebut, khususnya 
salah satu penerapan Akuntansi Pemerintah yang lebih luas.Yakni, 
Perbendaharaan Negara yang menjadi penyaluran APBN dari 
pemerintah kepada Satuan Kerja yang terkait. Selain itu, 
merekonsiliasi penggunaan APBN dan Pendapatan Negara yang 
menjadi tanggung jawab Satker kepada Negara.
v 
2. Praktik Kerja Lapangan memberikan gambaran kepada praktikan 
terkait kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. Praktikan dituntut 
untuk mampu beradaptasi serta bertahan dengan segala tekanan 
yang ada dan dituntut pula untuk mampu menghasilkan suatu 
solusi guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi selama pengerjaan tugas. 
3. Kreativitas serta skill seseorang sangat dibutuhkan dalam dunia 
kerja, mengingat persaingan kedepannya akan semakin ketat. 
Kemampuan untuk membaca situasi serta pemikiran yang cermat 
dan cerdas dalam menghadirkan solusi-solusi tekait penyelesaian 
masalah yang ada menjadi salah satu hal yang juga tak kalah 
penting. Untuk itulah PKL ini diadakan, agar mahasiswa lebih 
mempersiapkan dirinya lagi. 
 
B. Saran  
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh praktikan selama 
melaksanakan PKL, praktikan memberikan beberapa saran yang diharapkan 
dapat berguna dan dijadikan bahan koreksi bagi semua pihak guna 
perbaikan Praktik Kerja Lapangan selanjutnya. Adapun saran tersebut 
antara lain : 
1. Bagi Mahasiswa, perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sangatlah perlu untuk 
diperhatikan. Mahasiswa sebaiknya mencari informasi terkait 
39 
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perusahaan yang akan dituju terlebih dahulu sebelum memutuskan 
untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. Hal ini dapat 
berguna dalam memudahkan Mahasiswa untuk beradaptasi serta 
memahami kondisi perusahaannya. Selain itu, hal ini juga dapat 
mencegah terjadinya miss communication antara Mahasiswa dengan 
pihak perusahaan khususnya terkait bagian/divisi apa yang akan 
ditempati oleh Mahasiswa nantinya. Melakukan konsultasi dengan 
dosen pembimbing dapat menjadi salah satu hal yang tepat dalam 
menentukan perusahaan yang akan dituju oleh Mahasiswa nantinya. 
2. Bagi pihak Universitas, ada baiknya sebelum dilaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan diadakan pelatihan serta pengarahan 
terlebih dahulu kepada Mahasiswa sehingga Mahasiswa dapat 
benar-benar mempersiapkan diri dalam melaksanakan kegiatan 
tersebut. Selain itu, akan lebih baik lagi apabila selama kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan berlangsung, pihak Universitas maupun dari 
dosen pembimbing selalu menjalin komunikasi yang aktif baik 
dengan Mahasiswa maupun pihak perusahaan. Hal tersebut berguna 
sebagai salah satu sarana untuk menjalin kerjasama yang baik 
dengan pihak perusahaan. Selain itu, Mahasiswa juga dapat lebih 
maksimal dalam menjalankan tugasnya dengan bimbingan dari 
dosen pembimbing. 
3. Bagi pihak Perusahaan, sikap kooperatif akan sangat dihargai baik 
oleh pihak Universitas maupun mahasiswa sebagai praktikan itu 
v 
sendiri. Kedepannya diharapkan hubungan yang baik antar semua 
pihak dapat tercipta sehingga dapat menimbulkan manfaat serta 
keuntungan bagi semua pihak. 
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Lampiran 1. Format Penilaian Seminar PKL 
FORMAT PENILAIAN  
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama  : Endanina Ginting 
No. Reg : 8105151314 
Konsentrasi : Pendidikan Akuntansi 
 
v 
 
Lampiran 2. Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3. Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
 
 
v 
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
 
LEMBAR KEGIATAN HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA 2 
NO HARI TANGGAL KEGIATAN PEMBIMBING 
1 SELASA 01-Agu-17 
 Briefing  
 Pengenalan terhadap 
pegawai dan lingkungan 
kerja 
 Membaca prosedur 
rekonsiliasi 
 Bapak Anja 
2 RABU 02-Agu-17 
 Membaca prosedur 
rekonsiliasi dan pmk 
terbaru 
  Bapak Anja 
3 KAMIS 03-Agu-17 
 Briefing 
 Membaca pmk terbaru  
 Membuat powerpoint 
untuk sosialisai terhadap 
satker 
 Bapak Anja 
4 JUMAT 04-Agu-17 
 Membaca pmk terbaru  
 Membuat powerpoint 
untuk sosialisai terhadap 
satker 
 Bapak Anja 
5 SENIN 07-Agu-17 
 Penjelasan rekonsiliasi 
dan praktek 
Ka Audi 
6 SELASA 08-Agu-17 
 Briefing 
 Penjelasan rekonsiliasi 
dan praktek 
 Ka Audi  
7 RABU 09-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Ismi 
8 KAMIS 10-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Ismi 
9 JUMAT 11-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Ismi 
10 SENIN 14-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Ismi 
11 SELASA 15-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Audi 
12 RABU 16-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Audi 
13 KAMIS 17-Agu-17 
 HARI LIBUR 
NASIONAL   
14 JUMAT 18-Agu-17 
 Mengikuti acara Lomba 
yang diadakan Kantor  Pak Lili 
v 
15 SENIN 21-Agu-17 IZIN    
16 SELASA 22-Agu-17 
 Rekonsiliasi data Satker 
  Mencetak Laporan 
Pertanggungjawaban 
Satker 
 Memverifikasi data 
Laporan 
Pertanggungjawaban 
Satker yang masuk 
Ka Haryo 
17 RABU 23-Agu-17 
 Mencetak Laporan 
Pertanggungjawaban 
Satker 
 Memverifikasi data 
Laporan 
Pertanggungjawaban 
Satker yang masuk 
 Ka Haryo 
18 KAMIS 24-Agu-17 
 Briefing mingguan 
 Acara Sosialisasi pmk 
terbaru kepada satker 
 Pak Anja 
19 JUMAT 25-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Audi 
20 SENIN 28-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Audi 
21 SELASA 29-Agu-17 
 Briefing mingguan 
 Rekonsiliasi data Satker  Ka ismi 
22 RABU 30-Agu-17  Rekonsiliasi data Satker  Ka Ismi 
23 KAMIS 31-Agu-17  Briefing mingguan  Pak lili 
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Lampiran 6. Lembar Absensi Praktik Kerja Lapangan 
 
v 
 
 
 
51 
 
 
Lampiran 7. Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
 
 
v 
Lampiran 8. Kartu Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 9. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOM – UNJ TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
NO Bulan Kegiatan Jun-17 Jul-17 Agu-17 Sep-17 Oct 17 Nov-17 
1 
Pendaftaran 
PKL             
2 
Kontak dengan 
instansi/ 
perusahaan 
untuk 
penempatan 
PKL             
3 
Surat 
Permohonan 
PKL ke  
Instansi/ 
perusahaan             
4 Penentuan 
Supervisor             
5 Pelaksanaan 
Program PKL             
6 Penulisan 
Laporan PKL             
7 Penyerahan 
Laporan PKL             
8 Koreksi 
Laporan PKL             
9 
Penyerahan 
Laporan koreksi 
PKL             
10 
Batas Akhir 
penyerahan 
laporan PKL             
11 
Penutupan 
Program PKL 
dan 
Pengumuman 
Nilai             
 
v 
 
Lampiran 10. Logo KPPN Jakarta 2 
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Lampiran 11. Struktur Organisasi KPPN Jakarta 2 
 
 
 
 
v 
Lampiran 12. Tampilan e-rekon 
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Lampiran 13. Tampilan Website awal e-rekon 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
Lampiran 14. Laporan Pertanggungjawaban salah satu Satker 
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Lampiran 15. Format Saran & Perbaikan Laporan PKL 
 
